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KATA PENGANTAR 

 
 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Bengkalis merupakan dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis berisi 

upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk 

program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan 

kerangka regulasinya yang telah dilakukan  indikator dan program prioritas 

serta strategis. 

 

 Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,  Rencana  

Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  Dan  Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah.  

 

 Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 

pihak yang telah berkonstribusi dalam Penyususnan Renstra Dinas Ketahanan 

Pangan Tahun 2021-2026. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada 

semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan. Semoga 

Renstra ini dapat menjadi akselerator dan panduan dalam pembangunan 

ketahanan pangan lima tahun mendatang. 

 Bengkalis,   Desember  2021 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, karena 

itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu 

sehingga kecukupan pangan harus terpenuhi secara terus menerus, 

stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan 

menyatakan bahwa Pemerintah bersama rakyat bertanggungjawab atas 

terwujudnya Ketahanan pangan yang mantap, melalui pengembangan 

subsistim yang termuat dalam Sistim Ketahanan Pangan yaitu:  (1) sub 

sistim ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia 

cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah 

maupun mutunya serta aman; (2) subsistim distribusi pangan, 

diartikan dimana pasokan pangan dapat  menjangkau ke seluruh 

wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan 

(3) subsistim konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses 

pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi kaidah gizi dan 

kesehatan, serta preferensinya. 

Dinas Ketahanan Pangan  (DKP) Kabupaten Bengkalis yang 

merupakan salah satu SOPD yang dibentuk sebagai perwujudan 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan dirubah 

menjadi Peraturan Daerah  No. 03 tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.  

Sehubungan dengan telah dilantiknya kepala daerah baru dan 

untuk merencanakan pembangunan ketahanan pangan dan 

penyuluhan 5 tahun kedepan, maka Dinas Ketahanan Pangan dan 

Kabupaten Bengkalis menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

SKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 
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2021-2026, sebagai amanat UU Nomor. 25 tahun 2004 tentang 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.  

Penyusunan Renstra DKP Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui 

berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/sekunder 

(Eksternal/ Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, berbagai 

rapat/pertemuan koordinasi antar bidang-bidang yang terkait, 

perumusan rancangan Renstra, perbaikan dan koreksi  dan penetapan, 

sehingga di harapkan akan di peroleh Dokumen Renstra yang terukur, 

dan mengakomodir semua bidang yang ada. 

Dengan disusunnya Renstra periode 2021-2026 maka DKP 

Kabupaten Bengkalis memiliki panduan dan arahan dalam 

mewujudkan cita-cita besar daerah yaitu menuju Kemandirian Pangan 

dan Kedaulatan Pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya 

alam, dan kearifan lokal. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Bengkalis adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Bengkalis Dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatra Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 11); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan 

Penyelengaraan Pemerintah Daerah; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 

Pangan 

15. Peraturan Pemerintah  No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, 

Mutu dan Gizi Pangan 

16. Peraturan daerah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinnsi sebagai daerah Otonom 

17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis; 

18. Peraturan Daerah  Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis ; 

19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Sususnan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi 

Dan Uraian Tugas Serta Tatat Kerja Pada Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Bengkalis. 

 

1.3.  Maksud dan Tujuan 
 

a. Maksud  

1. Sebagai  arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi 

serta tujuan DKP Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 

tahun kedepan 

2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pelaksanaan 

program dan kegiatan DKP Kabupaten Bengkalis dalam 

melaksanakan fungsinya 

b. Tujuan  

1. Penyamaan persepsi antar SOPD teknis terkait ketahanan pangan 

dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program 

secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan 

memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;  

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan DKP Kabupaten Bengkalis;  
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3. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan 

pangan dan Penyuluhan sebagai dasar dalam pengendalian 

dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan selama 5 (lima) tahun;  

1.4.  Sistematika Penulisan  

 
 Sistematika Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Bengkalis adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra. 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur 

organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja 

pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang 

pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bengkalis. 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait 

tugas dan fungsi pelayanan Bapenda, telaah terhadap 

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, 

dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, 

indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; 

sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran 

serta target kinerja sasaran. 

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan 

dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat 

daerah. 
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BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja 

program dan kegiatan, target kinerja program dan 

kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta 

kelompok penerima manfaat. 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

BAB VIII : PENUTUP 

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan 

Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
 

2.1.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
 

 Dinas Ketahanan Pangan  Kabupaten Bengkalis yang 

selanjutnya disingkat dengan DKP Kabupaten Bengkalis dibentuk 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 

2008, dan disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 

Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Bengkalis dan dirubah melalui Perda No 3 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah.  

Berdasarkan Perda diatas, Tugas Pokok Dinas Ketahanan 

Pangan adalah: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan . 

 Untuk menjalan tugas pokok yang diamanatkan, maka fungsi 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan pangan, 

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan 

keamanan pangan; 

2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, 

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan 

keamanan pangan; 

3. Pelaksanaan koordinasi penyediaan insfratruktur dan 

pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, 

distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang 

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, 
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cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman 

konsumsi dan keamanan pangan; 

5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan dibidang dibidang ketersediaan pangan, 

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan 

keamanan pangan; 

 

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pembangunan 

ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan 

kehutanan maka kebijakan kelembagaan ketahanan pangan dan 

penyuluhan di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan melalui sebuah 

lembaga perangkat daerah yaitu “Dinas Ketahanan Pangan” dengan 

susunan organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala; 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian. 

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 

3. Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan, terdiri dari 

a. Seksi Ketersediaan Pangan 

b. Seksi Sumber Daya Pangan; 

c. Seksi Kerawanan Pangan; 

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari: 

a. Seksi Distribusi Pangan 

b. Seksi Harga Pangan; dan 

c. Seksi Cadangan Pangan. 

5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; 

a. Seksi Konsumsi Pangan 

b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 

c. Seksi Keamanan Pangan 

6. UPT 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Kelompok jabatan fungsional berasal dari sejumlah tenaga dalam 

jenjang Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

Adapun struktur organisasi DKP Kabupaten Bengkalis adalah 

sebagaimana  terlihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 
Bengkalis 

 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

  Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan 

tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, 

sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan 

suatu organisasi. 
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2.2.1 Sumber Daya Manusia 

 Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah pegawai pada 

Dinas Ketahanan Pangan  Kabupaten Bengkalis adalah 31 orang PNS, 

dan Tenaga Kontrak sebanyak 26  orang. Apabila dirinci menurut 

kelompok umur,golongan jabatan, pendidikan, peta jabatan dan jenis 

kelamain  PNS pada Dinas Ketahanan Pangan  Kabupaten Bengkalis 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Tabel 2.1.  Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan  Kabupaten Bengkalis 

menurut kelompok Umur 

No. Unit Kerja 

Usia (tahun) 
Jumla

h 20-
25 

26-
30 

31-
35 

36-
40 

41-
45 

46-
50 

>50 

1  Sekretariat 
 

1 1 1 4 1 3 11 

2 

Bidang 

Ketersediaan dan 
Kerawanan Pangan 

  1 1 1 4 0 7 

3 

Bidang 

Distribusi dan 
Cadangan 
Pangan 

   1 1 3 1 6 

4 

Bidang 
Konsumsi dan 

Keamanan 
Pangan 

    1 3 3 7 

TOTAL 
 

1 2 3 7 11 7 31 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan 

Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh usia muda 

dan  

produktif yakni usia 20 – 50 tahun sebanyak 24 orang atau 77.41% 

sedangkan 

selebihnya 7 Orang atau 22.5% adalah usia > 50 tahun. 
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Tabel 2.2.  Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan  Kabupaten Bengkalis 

menurut Golongan Jabatan 

No. Unit Wilayah 
Golongan 

JUMLAH 

I II III IV 

1  Sekretariat 
 

5 4 2 11 

2 

Bidang 

Ketersediaan dan 
Kerawanan Pangan 

 
1 5 1 7 

3 

Bidang Distribusi 

dan Cadangan 
Pangan 

  
6 

 
6 

4 

Bidang 
Konsumsi dan 

Keamanan 
Pangan 

 
2 5 

 
7 

TOTAL 
 

8 20 3 31 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan 

Dinas 

Ketahanan Pangan  Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah 

Golongan II dan III, yaitu mencapai 28 orang atau 90,32%, sedangkan 

Golongan I dan IV hanya sejumlah3 orang atau 9,6%. Kondisi ini 

mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh 

Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III,bahkan tidak 

menutup kemungkinan dari Golongan IV. 
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Tabel 2.3.  Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan  Kabupaten Bengkalis 

menurut Pendidikan  

No. Unit Wilayah 

Tingkat Pendidikan 

Jumlah 

SMA Diploma S1 S2 

1  Sekretariat 6 
 

3 2 11 

2 

Bidang 

Ketersediaan dan 
Kerawanan Pangan 

1 1 3 2 7 

3 

Bidang 
Distribusi dan 

Cadangan 
Pangan 

  
6 

 
6 

4 

Bidang 
Konsumsi dan 

Keamanan 
Pangan 

2 
 

4 1 7 

TOTAL 9 1 16 5 31 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis didominasi dengan 

tingkat pendidikan Sarjana (S1) yaitu sejumlah 16 orang atau sebesar 

(51.61%) disusul kemudian pendidikan SMA sebanyak 9 orang (29.03%) 

dan tingkat pendidikan Magister (S2) sebanyak 5 orang (16.12%) 

sedangkan tingkat pendidikan Diploma III (D3) hanya 1 orang (3.2%) 

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Bengkalis mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang 

diutamakan pegawainya, sehingga diperlukan upaya untuk 

meningkatkan pendidikan formal maupun non formal  guna 

meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bengkalis. 
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Tabel 2.4.  Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan  Kabupaten Bengkalis 

menurut peta Jabatan 

No Jabatan Jumlah 

1 Eselon II 1 

2 Eselon III 4 

3 Eselon IV 11 

4 Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil) 0 

5 Fungsional Pelaksana (Staf) 15 

  Jumlah 31 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Peta 

Jabatan PNS di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Bengkalis masih di dominasi oleh Jabatan Fungsional Umum atau 

Pelaksana sebanyak 15  orang atau 48.38% sedangkan sisanya di isi 

oleh jabatan Struktural yakni sebanyak 16 Orang atau 51.61%. Hal ini 

menjadi tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk mengarahkan 

para ASN nya untuk mengkuti pendidikan dan pelatihan Fungsional 

Teknis sebagai dasar peningkatan kompetensi jabatan di bidang teknis 

Ketahanan Pangan. 

 

Tabel 2.5.  Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan  Kabupaten Bengkalis 

menurut Jenis Kelamin 

NO UNIT KERJA 

JENIS 

KELAMIN JUMLAH 

LK PR 

1 Sekretariat 5 6 11 

2 
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan 
Pangan 

6 1 7 

3 
Bidang Distribusi dan Cadangan 

Pangan 
1 5 6 

4 
Bidang Konsumsi dan Keamanan 
Pangan 

3 4 7 

TOTAL 15 16 31 

Sumber : Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis 
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 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah 31 

orang PNS 

dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, 15 orang 

(48,38%) adalah laki-laki dan 16 orang (51,6%) adalah perempuan.  

 

Tabel 2.5.  Jumlah Sarana dan Prasarana  pada Dinas Ketahanan  

Kabupaten Bengkalis 

    
BAIK SEDANG RUSAK 

Peralatan Dan Mesin 
  

      

  Kendaraan Dinas Bermotor 
Perorangan 

1 5 1 

  Kendaraan Bermotor Beroda 
Dua 

14 18 4 

  Alat Kantor 26 50 52 

  Alat Rumah Tangga 68 112 157 

  Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 

Pejabat 

50 65 113 

  Alat Studio 5 18 8 

  Alat Komunikasi   1   

  Peralatan Pemancar     2 

  Komputer Unit 5 30 23 

  Peralatan Komputer 12 30 12 

Gedung Dan Bangunan 
  

      

  Bangunan Gedung Tempat 
Kerja 

1 0   

  Bangunan Menara Perambuan   1   

Aset Tetap Lainnya 
  

      

  Bahan Perpustakaan Tercetak     115 

  Bahan Perpustakaan Terekam 
Dan Bentuk Mikro 

    25 

  Kartografi, Naskah Dan Lukisan     25 

 
Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan 

beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas 

Ketahanan Pangan Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam 
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penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya. 

 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

 Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan 

kinerja merupakan  capaian keluaran/hasil/dampak dari 

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber 

daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat 

digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ 

kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang 

tertuang dalam rencana strategis.  
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Tabel 2.6. Realisasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 s.d. 2020 

No 

Indikator 

Kinerja Sesuai  
Tugas dan 

Fungsi 

Satuan 

Target Realisasi 

201
6 

2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Jumlah 

Ketersediaan 
Pangan Utama 

Kg/kpt/th 11

5 
125 135 135 145 118,28 128.22 176,3

51 

172.6

29 

113.5

5 

2. 
Nilai Pola 

Pangan Harapan 
Skor 88 90 92 92 94 86,26 86,26 86,3 87.1 87.9 
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2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang 

ditetapkan 

dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-

2021 dapat dicapai, khususnya pada tahun 2019. Terdapat 2 (dua) 

indikator yang terukur yaitu Jumlah Ketersediaan Pangan Utama dan Nilai 

Pola Pangan Harapan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang dapat 

dioptimalkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dimasa-masa yang akan 

datang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan 

Ketahanan Panga Daerah. 

Sebagai ilustrasi, data pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Bengkalis menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2016 s/d 2019 terjadi 

peningkatan terhadap Peningkatan setiap Indikator, dengan uraian pada 

tahun 2016 jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kpt/thn) sebesar 

118.28, kemudian pada tahun 2017 sebesar 128.28, pada tahun 2018 

sebesar 176.351, tahun 2019 sebesar 172.629. sedangkan pada tahun 

2020 terjadi sebesar 113.55.  

Untuk Indikator PPH pada Dinas Ketahanan Pangan  Kabupaten 

Bengkalis menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2016 s/d 2019 terjadi 

peningkatan terhadap Realisasi PPH setiap tahunnya, dengan uraian pada 

tahun 2016 jumlah Skor PPH sebesar 86.26, kemudian pada tahun 2017 

sebesar 86.26, pada tahun 2018 naik 86.3, tahun 2019 sebesar 87.1. 

sedangkan pada tahun 2020 Sebesar 87.9. Selain itu Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Bengkalis juga telah berhasil mencapai target yang 

ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis.  

  

  

21 
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Tabel. 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 

No Uraian 

Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Jumlah 
Ketersediaan 

Pangan 
Utama 

 1.346.055.180 695.514.125 567.530.250 669.718.390  846.177.238 562.043.725 502.322.850 562.963.6000 

2. Nilai Pola 
Pangan 
Harapan 

 2.430.559.300 1.894.325.410 2.022.148.410 1.003.818.400  2.132.773.296 1727.699.412 1.881.946.989 946.618.700 
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Tabel di atas dapat dijelaskan beberapa catatan atas informasi kinerja 

anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 

antara lain adalah :  

Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan dalam kondisi 

baik yaitu pada tahun 2020. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran 

dalam kondisi kurang baik pada tahun 2017. Pada tahun 2017 terlihat jelas 

gap antara realisasi dan anggaran, dikarenakan adanya rasionalisasi 

anggaran pada tahun tersebut.   

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi 

terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap 

indikator sasaran pelayanan, outcome program, maupun output kegiatan 

serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan 

anggaran. 

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten  Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi 

pengembangan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi 

menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan 

fungsi. 

 Melalui analisis lingkungan internal terdapat beberapa kekuatan 

(strenghs) pada Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut: 

1. Memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar pegawainya 

memiliki pendidikan strata 1 bidang pertanian yang sesuai dengan 

keahlianya. 

2. Koordinasi dan Kerjasama antar instansi terkait dalam rangka 

peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan stakeholder terkait 

dalam meningkatkan  ketahanan pangan. 
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 Sedangkan analisis lingkungan internal terdapat kelemahan 

(weakness) yang mampu menurunkan kinerja dalam pemenuhan capaian 

dimaksud. Adapun kelemahan internal pada Dinas Ketahanan Pangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai. 

Sesuai dengan peta jabatan dan analisis jabatan pada Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis masih terdapat beberapa 

jabatan yang belum terpenuhi, sedangkan dari segi kualitas masih 

diperlukan peningkatan dengan cara melakukan pendidikan dan 

pelatihan terhadap pegawai yang menyangkut ketahanan pangan dan 

pendukungnya. 

2. Masih dibutuhkanya beberapa sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan ketahanan pangan seperti dapur uji menu sebagai tempat 

untuk pendampingan/ pembinaan kepada kelompok wanita dalam 

menyajikan makan yang sehat beragam, bergizi, seimbang dan aman.   

Analisis lingkungan eksternal 

Beberapa peluang (Opportunities) yang terdapat pada Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Bengkalis  dalam mengembangkan pelayanan perangkat 

daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Adanya  dukungan regulasi peraturan perundang-undangan (UU,PP 

dan Permen dalam mewujudkan pemantapan ketahanan pangan). 

3. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan 

yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses 

peningkatan kesadaran gizi masyarakat.  

4. Masih cukup luasnya lahan pekarangan masyarakat yang tersedia 

sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga.  

5. Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas sebagai 

salah satu ikon di  Kabupaten Bengkalis.  

6. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi 

yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang 

penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.  
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7. Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas 

Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

Dinas Kelautan dan perikanan; Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan; 

Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 

Pasar; Dinas Kesehatan; dan Badan POM serta Bulog  

8. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang 

beragam dan bermutu Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis dalam upaya pengentasan kemiskinan.  

Sedangkan Beberapa Tantangan (Threats) yang terdapat pada Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis  dalam mengembangkan 

pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Skor Pola Pangan Pangan harapan yang belum optimal, sehingga 

pola pangan konsumsi masyarakat belum idel. 

2. Kemampuan Produksi dan Pelaku Usaha Pangan di dalam menjamin 

mutu dan keamanan Pangan segar dan olahan yang dihasilkan 

belum optimal. 

3. Pola Konsumsi Masyarakat saat ini masih bergantung pada salah 

satu komuditi yaitu Beras. 

4. Masih besarnya Potensi dan Peluang pasar lokal mauun luar negeri 

yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 

Tabel 2.4 : Menentukan strategi dan kebijakan melalui Analisis SWOT 

Analisa Lingkungan Internal (Strength & Weakness) 

K
e

k
u

a
ta

n
 

(S
tr

e
n

g
th

) No Obyek yang dianalisa SKOR 

1. Jumlah sumber daya manusia (SDM) tersedia 5 

2. Anggaran tersedia 3 

3. Struktur SKPD sudah baik 1 

 
TOTAL 15 

 

K
e

le
m

a
h
a

n
 

(W
e

a
k
n

e
s
s
) No Obyek yang dianalisa SKOR 

1. Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan 5 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana 4 

3. Masih rendahnya disiplin kerja 3 

 

TOTAL 12 
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Analisa Lingkungan Eksternal (Opportunity & Threats) 

P
e

lu
a
n

g
 (

O
p
p

o
rt

u
n

it
y
) No Obyek yang dianalisa SKOR 

1. Adanya  dukungan regulasi peraturan 

perundang-undangan 
3 

2. Tingkat pendidikan masyarakat dan 
pengetahuan tentang pangan yang semakin 

tinggi memberikan peluang bagi percepatan 
proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat  

5 

3. Semakin berkembangnya teknologi informasi 4 

 

TOTAL 12 

 

T
a
n

ta
n

g
a
n

 (
T

h
re

a
t)

 No Obyek yang dianalisa SKOR 

1. Skor Pola Pangan Harapan belum optimal 4 

2. 
Kemampuan Produksi dan Pelaku Usaha Pangan 
belum Optimal 

3 

3. 
Pola Konsumsi Masyarakat masih bergantung 
kepada Beras 

5 

4. Pemanfaatan Peluas Pasar yang belum Optimal 2 

 

TOTAL 15 
Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, ( 2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih 

dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah 

satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan 

pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah 

dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan 

eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi 

peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali 

dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.  

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara 

apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi 

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang 

belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang 

tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.  

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun 

internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang 

apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan 

kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

 Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu,  

dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Bengkalis adalah „Rendahnya Kualitas Ketahanan Pangan”. Permasalahan 

tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan beberapa bidang diantaranya : 
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1. Permasalahan pada bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan. Permasalahan 

ini dapat diidentifikasi dengan melihat sumber masalah seperti Terdapat 

beberapa daerah dalam status rawan pangan di Kabupaten bengkalis. 

Bedasarkan gambaran peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi 

Riau Tahun 2020 terdapat 2 Kecamatan yang berstatus daerah rawan pangan 

prioritas 3 yaitu Kecamatan Rupat dan Kecamatan Bantan. 

2. Permasalahan bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Permasalahan ini 

dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut : 

a) Masih rendahnya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 

(CBPK). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

11/Permentan/KN.130/1/2018 tentang Penetapan Cadangan Beras Beras 

Pemerintah Daerah. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK) 

dihitung bedasarkan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita 

pertahun, dan proposi terhadap cadangan beras nasional. Saat ini CBPK 

Kabupaten Bengkalis Tahun (2020) baru mencapai 40 Ton, sedangkan 

CBPK minimum adalah 100 Ton. 

b) Masih diperlukanya penguatan distribusi dan pasokan  pangan pokok 

kebeberapa wilayah di kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. 

Terdapat beberapa daerah yang memiliki akses yang jauh dari kota 

Bengkalis, seperti Kecamatan Rupat dan Rupat utara, pasokan pangan 

pokok dan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) lebih banyak didatangkan 

dari wilayah kota Dumai. 

3. Permasalahan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah Rendahnya 

kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengkonsumsi Pangan yang 

Berkualitas. Meski angka skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bengkalis 

semakin meningkat pada setiap tahunnya, belum bearti kesadaran seluruh 

masyarakat mengerti akan pola pangan yang berkualitas. Masih tingginya 

angka stunting dibeberapa wilayah Kabupaten Bengkalis yaitu diatas 20% 

juga dipengaruhi oleh ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada 

perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak. 
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 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan  

permasalahan dan akar masalah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sebagai 

berikut. 

Tabel 3.1 

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah 
pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis 

 

Masalah 
Pokok 

Masalah Akar Masalah 

Rendahnya 

Kualitas 
Ketahanan 

Pangan 

 Terdapat daerah 

status rawan 
pangan. 

 Kurang tersedianya SAPRAS 

untuk pendukung penyediaan 
bahan pokok 

 Belum optimalnya koordinasi 
antar OPD dalam penyediaan 

SAPRAS. 

 Penguatan 

Distribusi dan 
Cadangan Pangan 

daerah 

 Perbedaan 

Ketersediaan 
Informasi Harga 
Pangan Pokok 

antar OPD. 

 Belum terpenuhinya jumlah 

minimum Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah (CPPD) 

 Belum stabilnya harga pangan 
yang ada dimasyarakat dan 

distribusi pangan yang belum 
merata. 

 Rendahnya 
kesadaran dan 

pengetahuan 
masyarakat 

daerah dalam 
mengkonsumsi 
Pangan yang 

Berkualitas. 

 Belum maksimalnya pengetahuan 
masyarakat tentang  pemanfaatan 

Perkarangan untuk Pemenuhan 
Kebutuhan Rumah tangga 

 Kurangnya sosialisasi Penyusunan 
menu B2SA untuk Keluarga 

 Belum maksimalnya 
pemberdayaan tentang Produk 

pangan Lokal 

 Belum maksimalnya sosialisasi 

dan Pengambilan data tentang 
Pola Konsumsi Masyarakat 

 Belum maksimalnya sosialisasi 

tentang Keamanan Pangan 

 Masih kurangnya Sertifikasi 

Keamanan Pangan segar. 
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3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah 

kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang 

berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu 

strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke 

depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur 

kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai 

dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.    

 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program 

kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi 

penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung 

pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur 

pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 

2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, 

Maju dan Sejahtera” 

 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan  

dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan 

baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 

2021-2026 adalah sebagai berikut :  

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan 

Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian. 

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya 

Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang 

berkarakter. 

3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan 

Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat. 

 Melihat dari rumusan visi dan misi di atas, dapat diidentifikasi keterkaitanya 

dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yaitu : 
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a. Salah satu misi yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD adalah Sumber 

Daya Manuasia  yang Efektif dalam memajukan perekonomian, hal ini sejalan 

dengan strategi kebijakan  Dinas Ketahanan Pangan yaitu melakukan 

perubahan terhadap pola pikir masyarakat akan pola pangan yang baik dan 

berkualitas, mampu memenuhi pangan keluarga melalui pemanfaatan 

perkarangan, memberikan pembinaan, pendampingan dan edukasi terhadap 

berbagai kelompok masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan di dalam Program 

Bupati Terpiih juga di ikutsertakan kedalam Program Stimulus Ekonomi, 

Penanganan Stunting dan Program Paud Holistik yang diharapkan 

kedepannya bisa saling mendukung.  

b. Menyediakan infrastruktur yang berkualitas dibidang pangan baik untuk 

pangan pokok maupun infraksturuk pendukung pangan lainnya (pangan lokal) 

yang mampu menaikan perekonomian masyarakat. 

c. Menjadi Bagian dari Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang Baik 

menangani urusan Pangan. 

d.  

3.3. Telaah Renstra Kementrian dan Lembaga 

 Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan 

pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ 

kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini 

mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan 

yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan RENSTRA 

DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021-2026 masyarakat guna mewujudkan 

tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, 

penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis perlu menelaah 

Renstra Dinas Provinsi Riau serta Renstra Kementerian Ketahanan Pangan. 

 

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tertuang dalam Perda Kabupaten 

Bengkalis Nomor  Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2021-2041 pada Pasal 7 ayat (1) tentang Strategi Pengembangan 
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ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan 

keunggulan lokasi  ditempuh strategi melalui: 

 

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang 

yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi 

penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau 

aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat 

secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi 

ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW juga sangat 

bermanfaat karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik 

jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka 

pendek.  

 

3.5.  Penentuan Isu-isu Strategis 

 Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Berbagai permasalahan 

pembangunan bidang ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang 

dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang 

ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Bengkalis ditinjau dari gambaran visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian, 

sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Bengkalis. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama, Ketahanan Pangan merupakan 

suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan 

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, 

untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sehingga 
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Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama artinya perhitungan yang dilakukan 

untuk memastikan seberapa banyak ketersediaan Pangan Utama (Beras) 

untuk memenuhi Kebutuhan Pangan suatu daerah baik dari pasokan dan 

dalam daerah. 

2. Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pengembangan 

Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu upaya strategis untuk 

mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi masalah 

pangan seperti kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga pangan 

dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi 

program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan 

memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan 

pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Jumlah Cadangan 

Pangan Pemerintah Daerah (Kabupaten) diatur dalam Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/Kn. 130/4/2018. 

3. Peningkat Skor Pola Pangan Harapan, PPH merupakan susunan beragam 

pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai 

kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, 

baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya 

terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan 

instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik 

jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan 

dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin 

beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan 

indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat 

digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-

tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi 

dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik 

secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan 

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. 

 Berdasarakan uraian beberapa masalah strategis diatas maka dapat di 

simpulkan bahwansemua permasalahan tersebut bermuara kepada Kualitas 
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Ketahanan secara menyeluruh baik itu di bidang Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, maupun Konsumsi dan Keamanaan 

Pangan sehingga dapat dirumuskan bahwa isu strategis yang akan di di angkat  oleh 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah masih rendahnya Kualitas 

Ketahanan Pangan di Kabupaten Bengkalis. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam  

jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis 

daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang 

menggambarkan  tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat 

Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat 

Daerah.  

 Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi  

maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan 

akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dengan 

tujuan yaitu “Peningkatan Kualitas Ketahanan Pangan”  

 Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran  sebagai 

wujud penyelenggaraan urusan, yakni: 

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama, dengan indikator sasaranya adalah : 

 Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun) 

2. Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Kabupaten Kota, dengan indikator 

sasarannya adalah : 

 Persentase Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan  

3. Meningkatnya Pola Pangan Harapan, dengan indikator sasaran adalah : 

 Skor Pola Pangan Harapan  

 Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2021-2026 
 

N o Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran 
Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

 

Meningkatkan 

Kualitas 

Ketahanan 

Pangan 

Meningkatnya 

Ketahanan Pangan 

yang Mantap 

Jumlah Ketersediaan Pangan 

Utama 

(Kg/Kapita/Tahun)  

115 125 135 145 155 

Meningkatnya Jumlah 

cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten 

Persentase peningkatan Jumlah 

Cadangan Pangan (%) 

 

20 % 20 % 20% 20 % 20% 

Meningkatnya Pola 

Konsumsi Pangan yang 

Beragam, Bergizi, 

Seimbang dan Aman 

(B2SA) 

Skor Pola Pangan Harapan 

(Skor)  

89 89.5 90 90.5 91 

2. Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Meningkatya 

Akuntabilitas  Kinerja 

Predikat Akuntabilitas Kinerja B B BB BB BB 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD 

untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan 

strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. 

Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD 

mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil 

(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi 

dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan 

OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. 

 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan  komprehensif 

tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. 

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai 

sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja 

birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, 

tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat 

tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki 

kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi 

informasi. 

 Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan  

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam 

serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib 

dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar 

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan 

yang tepat  

 Agar mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, maka strategi dan arah 

kebijakan  dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 

2021-2026 adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 
 

VISI     :  Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang bermarwah, maju dan sejahtera 

MISI 1 :  Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam 

memajukan Perekonomian. 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

Kualitas Ketahanan 

Pangan 

Meningkatnya Ketahanan 

Pangan yang Mantap 

Penguatan Sumber-sumber 

ketersediaan pangan  

Melaksanakan Koordinasi terhadap Pihak-pihak terkait. 

 

  Pengendalian Ketersediaan 

Pangan 

Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan 

terhadap distribusi pangan 

 Meningkatnya Jumlah 

cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten 

Pengembangan Cadangan 

pangan pemerintah dan 

Masyarakat. 

Memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah 

dan bantuan cadangan pangan masyarakat. 

  Meningkatkan sistem 

distribusi pangan dan 

pemantauan harga pangan 

secara berkala 

Menguatkan sistem jaringan distribusi dan harga secara 

berkala.  
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 Meningkatnya Pola 

Konsumsi Pangan yang 

Beragam, Bergizi, Seimbang 

dan Aman (B2SA) 

Peningkatan Kesadaran 

Masyarakat mengenai Pola 

Konsumsi  

Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan 

 

Menciptakan Keberagaman Pangan 

 

Meningkatkan Pengetahuan Pangan yang sehat 

 

Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi keamanan 

konsumsi pangan. 

 

MISI 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintah 

Yang Baik dan Masyarakat Berkarakter 

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 

Meningkatkan 

capaian 

akuntabilitas 

kinerja 

Meningkatya Akuntabilitas  

Kinerja 

 

Peningkatan tata kelola dan 
manajemen Pemerintah 
yang Baik 
 

Meningkatkan tata kelola manajemen yang akuntabel 

 

 



36  | RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021-2026 

 

BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 

 

 Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam  

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan 

siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. 

Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut: 

 

Gambar 6.1. 
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

 

 
 

 Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran 

perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). 

Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala 

bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan 

menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana 

bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).  

 Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara 

langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan bidang Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Adapun Program dan Kegiatan Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 direncanakan pada 

periode Renstra tahun 2021-2026, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Bengkalis : 

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
 

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

   Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

   Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

   Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

  1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor 

  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

  5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

  6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

  1. Pengadaan Mebel 

  2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 



38  | RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021-2026 

 

  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN 

DAN KEMANDIRIAN PANGAN 

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

  1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 

  2. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 

III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT 

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 

dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan 

dan Harga Pangan 

  1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 

  2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 

  3. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 

  4. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 

  5. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani 

Indonesia 

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 

  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota 

  2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 
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3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 

dengan Angka Kecukupan Gizi 

  1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per 

Tahun 

  2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal 

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan  

 1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan 

Pangan 

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 

  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan 

Kabupaten/Kota 

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 

  2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 

 

6.2. Kelompok Sasaran  

  Kelompok sasaran yang ditetapkan didalam pelaksanaan program, kegiatan 

dan sub kegiatan yakni sarana, prasarana dan layanan transportasi yang menjadi 

urusan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis serta aparat Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Bengkalis dan masyarakat. Penetapan Rencana Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 

sebagaimana tertuang pada 

Tabel sebagai berikut :  

 

 

 

 

 



-                                                                                         

Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

1 9.554.460.278                                     9.636.962.347  Rp                9.794.115.269                  10.331.316.139                      10.625.857.752,81                         10.767.088.788,53 

Persentase Terlaksananya urusan

Pemerintah daerah
100% 100% 7.284.288.931                 100%                     7.347.188.236 100%                       7.467.001.104 100%                    7.667.001.104 100%                        7.927.405.296,81 100%                           7.982.663.062,53 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Pelaksanaan Kegiatan

Penunjang Urusan Daerah
100% 100% 61.608.000                      100%                          66.116.525 100%                            68.000.000 100%                         70.258.500 100%                             69.000.500,00 100%                                70.108.000,00 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

100% 100% 61.608.000                      100% 66.116.525                         100%                       68.000.000,00 100% 70.258.500                       100%                             69.000.500,00 100%                                70.108.000,00 

-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
Jumlah Doukumen Yang dihasilkan 2 Dokumen 2 Dokumen 61.608.000                      2 Dokumen 66.116.525                         2 Dokumen                       68.000.000,00 2 Dokumen 70.258.500                       2 Dokumen                             69.000.500,00 2 Dokumen                                70.108.000,00 

Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Administrasi Kinerja

dan Keuangan yang dilaksanankan
100% 100% 4.953.923.420                 100% 4.955.923.400                         100% 4.472.321.000                           100%                    5.024.548.292 100%                        5.240.500.000,00 100%                           5.241.686.500,00 

-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 12 Bulan                   4.953.923.420 12 Bulan 4.955.923.400              12 Bulan 4.472.321.000               12 Bulan                    5.024.548.292 12 Bulan                        5.240.665.500,00 12 Bulan                           5.241.686.500,00 

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Persentase Pelaksanaan

Administasi Barang milik daerah

pada Peangkat daerah

100% 100%                      153.600.000 100% 153.600.000                       100%                          153.600.000 100%                       153.600.000 100%                                153.600.000 100%                                   153.600.000 

-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Tenaga Keamanan Kantor 8 orang 8 Orang                      153.600.000 8 Orang                        153.600.000 8 Orang                          153.600.000 8 Orang                       153.600.000 8 Orang                                153.600.000 8 Orang                                   153.600.000 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase Pelaksanaan

Administrasi Kepegawaian

Perangakt Daerah

100% 100%                        74.740.000 100%                          75.760.500 100%                            76.770.500 100%                         93.287.000 100%                                  94.452.000 100%                                     95.000.000 

-

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah ASN yang mengerti

peraturan dan perundang-

undangan

10 Orang 12 Orang                        74.740.000 12 Orang                          75.760.500 14 Orang                            76.770.500 16 Orang                         93.287.000 18 Orang                                  94.452.000 20 Orang                                     95.000.000 

Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase Administrasi

Umum Perangkat Daerah
100% 100% 947.128.900                    100%                        976.532.700 100%                       1.051.354.307 100%                    1.198.060.700 100%                             1.222.561.600 100%                                1.257.254.600 

-

Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Kebutuhan listrik dan

jaringan komunikasi kantor
12 bulan 12 Bulan                        49.812.000 12 Bulan                          65.600.200 12 Bulan                            77.450.600 12 Bulan                         78.802.500 12 Bulan                                  79.850.300 12 Bulan                                80.000.000,00 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
60 Item                      157.089.600 60 Item                        160.000.000 60 Item                          160.350.300 60 Item                       163.650.000 60 Item                                175.600.900 60 Item                              180.854.600,00 

-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Alat Rumah Tangga

Kantor
3 Item                        58.834.000 3 Item                          54.250.000 3 Item                            52.575.000 3 Item                         50.000.000 4 Item                                  55.000.000 5 Item                                50.400.000,00 

-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Orang yang disediakan

makan dan minum dalam 1 Tahun
50 orang 627 Orang                        90.000.000 627 Orang                          95.000.000 627  Orang                            95.000.000 627  Orang                         95.000.000 627  Orang                                  95.000.000 627  Orang                                95.000.000,00 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang yang di cetak 10 Item                      130.055.300 10 item                        135.682.500 10 Item                          143.682.500 10 Item                       144.658.200 10 Item                                145.685.200 10  Item                              150.000.000,00 

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang

disediakan
1 item 3 item                        36.000.000 2 item                          36.000.000 2 item                            36.000.000 2 item                         39.600.000 2 item                                  36.000.000 2 item                                     36.000.000 

-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Frekuensi Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
12 bulan 12 Bulan                      425.338.000 12 Bulan                        430.000.000                          486.295.907 12 Bulan                       626.350.000 12 Bulan                                635.425.200 12 Bulan                              665.000.000,00 

Pengdaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pesentase Pengadaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

100% 100% 126.574.000                    100%                        141.952.500 100%                          640.250.300 100%                       115.005.000 100%                                126.505.500 100%                              132.830.775,00 

Pengadaan Mebel
Jumlah Mebel yang di sediakan 0 20 Unit                        52.875.000 20 Unit                          65.320.500 -  - -  - 20  Unit                                150.000.000 20 Unit                              150.000.000,00 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana

Bagunan Gedung Kantor
10 Item 10 Item                        73.699.000 10 Item                          76.632.000 10 Item                          110.250.300 10 Item                       115.005.000 10 Item                                118.000.000 10 Item                                12.000.000,00 

Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Jumlah Pengadaan Mobil

Operasional 
1 Unit                                        - 

0
1 Unit                          530.000.000                                          -                                                   -                                                   -   

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Pesentase Pelaksanaan

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

100% 100$                      375.086.611 100%                        380.486.611 100%                          385.252.477 100%                       388.282.942 100%                                392.495.266 100%                                   396.233.714 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Administrasi dan

Materai serta Benda Pos Lainya
3 orang 3 Orang; 4 Orang; 4 Orang; 4 Orang; 4 Orang; 4 Orang;

1192  3920 Buah  2250 Buah 2350 Buah 2 450 Buah 2550 Buah 2650 Buah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
Jumlah jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik
12 bulan 12 Bulan                      258.986.611 12 Bulan                        260.986.611 12 Bulan                          263.596.477 12 Bulan                       266.232.442 12 Bulan                                268.894.766 12 Bulan                                   271.583.714 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tenaga Supir 2 orang 2 Orang                        38.400.000 1 Orang                          19.200.000 1 Orang                            19.200.000 1 Orang                         19.200.000 1 Orang                                  19.200.000 1 Orang 19.200.000                                   

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

100% 100%                      591.628.000 100%                        596.816.000 100%                          619.452.520 100%                       623.958.670 100%                                628.290.431 100%                                   635.949.474 

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan

yang dilakukan Pemeliharaan dan

Pembayaran Pajak

5 unit 5 Unit                      118.560.000 5 Unit                        120.580.000 5 Unit                          122.575.000 5 Unit                       125.800.000 5 Unit                                127.500.000 5 Unit                                   128.500.000 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BENGKALIS

TUJUAN
SASARAN 

STRATEGIS

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Indikator Kinerja Program

(Outcome dan Output)

Data Capaian ex 

Tahun 2020

Target Kinerja rogram dan Kerangka Pendanaan

                       77.700.000                        100.300.000 

Kondisi Kinerja Akhir Tahun
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Meningk

atkan 

Akuntab

ilitas 

Kinerja

Meningkatny

a 

Akuntasbilit

as Kinerja

Predikat 

Akuntabilitas 

Kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

                                  105.450.000                                104.400.500                       102.850.500                          102.456.000 



Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

TUJUAN
SASARAN 

STRATEGIS

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Indikator Kinerja Program

(Outcome dan Output)

Data Capaian ex 

Tahun 2020

Target Kinerja rogram dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir Tahun

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas

Operasional yang dilakukan

Pemeliharaan dan Pembayaran

Pajak

1 unit 1 Unit                        48.468.000 1 Unit                          49.076.000 1 Unit                            50.057.520 1 Unit                         51.058.670 1 Unit                                  52.590.431 1 Unit                                     57.849.474 

-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya
Jumlah Tenaga kebersihan kantor 13 orang 13 Orang                      249.600.000 13 orang                        249.600.000 13 orang                          249.600.000 13 Orang                       249.600.000 13 Orang                                249.600.000 13 Orang                                   249.600.000 

-

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase Terpeliharanya Sarana

Prasarana Bangunan Kantor
100% 100%                      175.000.000 100%                        177.560.000 100%                          197.220.000 100%                       197.500.000 100%                                198.600.000 100%                                   200.000.000 

2 Meningk

atkan 

Kualitas 

Ketahan

an 

1. Meningkatkan 

Ketahanan 

Pangan yang 

Mantap

1. Ketersediaan 

Pangan Utama Persentase peningkatan kegiatan

usaha masyarakat menjadi usaha

ekonomi produktif

 0% 40% 483.645.200                    50% 487.821.441                       60%                          495.776.496 70% 502.120.910                     80% 508.554.501                               100% 524.757.156                                 

Jumlah Penyediaan Infrastruktur

Pangan Lainnya
0% 1 Unit 483.645.200                    1 Unit                        487.821.441 2 Unit                          495.776.496 2 Unit 502.120.910                      2 Unit 508.554.501                                2 Unit 524.757.156                                 

2 Peningkatan 

Jumlah 

Cadangan 

Pangan 

Pokok 
2

Jumlah 

Cadangan 

Pangan 

Masyarakat

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan   
Jumah Lumbung Pangan yang

dibangun
                               - 1 Unit 350.000.000                     1 Unit                        353.000.000  1  Unit 353.000.000                         1 Unit 355.000.000                      - -  - -

Jumlah Kelompok yang dibina  2 Desa  1 Desa                      133.645.200  1 Desa                        134.821.441 -  - -  - 2 Desa 208.554.501                               2 Desa 224.757.156                                 

3 3 Skor Pola 

Pangan Harapan
Jumlah Alat Olahan yang disediakan                                - - - -                                           -  1 Unit 142.776.496                         1 Unit 147.120.910                      2 Unit 300.000.000                                2 nit 300.000.000                                 

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Terlaksananya Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan

100% 100% 1.579.249.633                 100%                     1.592.886.338 100% 1.618.862.028                     100% 1.946.999.449                  100% 1.971.946.026                            100% 2.034.772.646                                                            - 

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 

Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan 

Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan

Persentasekegiatan ketersediaan

dan Penyaluran Pangan Pokok
100% 100% 662.439.633                    100%                        697.438.700 100% 684.740.690                        100% 691.760.700                     100% 782.392.000                               100% 786.000.000                                                               - 

-
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan

Makanan

Jumlah Laporan Neraca Bahan

Makanan 
1 laporan 1 Laporan                      180.000.000 1 Laporan                        170.000.000 1 Laporan 170.000.000                        1 Laporan 170.000.000                     1 Laporan 175.000.000                               1 Laporan 175.000.000                                 

- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

- Jumlah Demplot yang dibina

- Jumlah desa yang mellaksanakan

Rumah Pangan Lestari

Jumlah Individu yang melakukaan

Pelatihan Pengembangan Pangan

2 demplot, 

2 desa

Orang

2 Demplot
                     170.000.000 

1 Demplot

2 Desa                        177.568.200 

2 Demplot

40 Orang 150.000.000                        
2 Demplot

40 Orang 150.000.000                     
2 Demplot

40 Orang 225.000.000                               
3 Demplot

60 Orang 225.000.000                                                               - 

- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Laporan Harga Pangan Pokok 1 laporan 1 Laporan                      125.000.000 1 Laporan                        133.550.000 1 Laporan 136.768.690                        1 Laporan 138.768.700                     1 Laporan 140.000.000                               1 Laporan 140.000.000                                 

-
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi

Pangan

Jumlah Kelembagaan Kecamatan

yang Melakukan Kemitraan 
11 kecamatan 11 Kecamatan                        67.439.633 11 Kecamatan 72.320.500                         11 Kecamatan 77.392.000                          11 Kecamatan 80.392.000                       11 Kecamatan 82.392.000                                 11 Kecamatan 85.000.000                                   

-
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan 

Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
-Jumlah Toko Tani yang tersedia 1 Kegiatan; 5 Unit 1 Kegiatan                      120.000.000 1 Unit 144.000.000                       1 Unit 150.580.000                        1 Unit 152.600.000                     1 Unit 160.000.000                               1 Unit 161.000.000                                 

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan 

Pangan Kabupaten/Kota

Jumlah Pengelolaan Cadangan

Pangan
10 Ton 20 Ton                      471.106.000 10 Ton                        384.152.638 10 Ton 384.152.638                        10 Ton 391.152.800                     10 Ton 394.485.500                               20 ton 398.330.500                                 

-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan

Pangan Kabupaten/Kota

Jumlah Rapat Koordinasi Dewan

Ketahganan Pangan
1 Kegiatan 4 Pertemuan                      135.000.000 4 Pertemuan 142.000.000                       4 Pertemuan 142.000.000                        4 Pertemuan 145.000.000                     4 Pertemuan 146.330.500                               4 Pertemuan 148.330.500                                 

-
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah

Kabupaten/Kota
Jumlah Cadangan Pangan Daerah 20 Ton 20 Ton                      336.106.000 20 Ton 242.152.638                       20 Ton 242.152.638                        10 Ton 246.152.800                     10 Ton 248.155.000                               20 Ton 250.000.000                                 

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan 

Gizi

Persentase capaian target

konsumsi pangan
100% 100%                      445.704.000 100%                        511.295.000 100% 549.968.700                        100% 864.085.949                     100% 795.068.526                               100% 850.442.146                                 

-
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan

per Kapita per Tahun

jumlah Laporan Data Pola Pangan

Haranpan (PPH) Masyarakat

Kabupaten Bengkalis

1 laporan 1 Laporan                      125.000.000 1 Laporan                        130.750.000 1 Laporan 133.750.000                        1 Laporan 136.880.000                     1 Laporan 138.880.000                               1 Laporan 140.000.000                                 

-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi

Konsumsi per Kapita per Tahun
Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan 1 Pertemuan 0 - -                                          1 Pertemuan - 1 Pertemuan 150.000.000                     1 Pertemuan 150.000.000                               1 Pertemuan 150.000.000                                 

- Jumlah Kegiatan Lomba Cipta

Menu ; 1kegiatan 1 Kegiatan

- Jumlah Sekolah yang dilakukan

pengenalan pangan lokal
5 Sekolah 3 Sekolah  5 sekolah  5 sekolah  7 Sekolah  7 sekolah 

Frekuensi Promosi Pangan Lokal  1 Bazar  2 Bazar  2 Bazar  2 Bazar 

-Jumlah Individu yang melakukaan

Pelatihan Pengembangan Pangan
20 Orang 20 orang  15 orang  40 Orang  40 orang  40 Orang 

- Jumlah Demplot yang dibina - -  1 Demplot  1 Demplot  2 Demplot  4 Demplot 

- Jumlah desa yang melaksanakan

Rumah Pangan Lestari

- Jumlah desa yang mellaksanakan 

- 3 desa  2 desa  2 desa  2 Desa  2 Desa  

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI 

UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung

Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

-
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian 

Pangan LainnyaMeningkatnya 

Pola 

Konsumsi 

Pangan yang 

Beragam, 

Bergizi, 

Seimbang 

dan Aman 

(B2SA)

560.442.146                                 

-

Pemberdayaan Masyarakat dalam

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berbasis Sumber Daya Lokal

                     320.704.000                        380.545.000 416.218.700                        577.205.949                     506.188.526                               



Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

TUJUAN
SASARAN 

STRATEGIS

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Indikator Kinerja Program

(Outcome dan Output)

Data Capaian ex 

Tahun 2020

Target Kinerja rogram dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir Tahun

2021 2022 2023 2024 2025 2026

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Pesentase Tingkat capaian Indeks

Ketahanan Pangan
100% 100%                        98.703.102 100%                          99.555.396 100% 101.178.877                        100% 102.473.655                     100% 103.786.633                               100% 107.093.297                                 

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

Kecamatan 

Jumlah Peta Kerentanan dan

Ketahanan Pangan
1 Kegiatan 0                                           -  1 Kegiatan -                                           -                                         1 kegiatan -                                                 -                                                    

-
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta

Ketahanan dan Kerentanan Pangan 

Jumlah Laporan Permukhtahiran dan

Analisis Peta Ketahanan dan

Kerentanan Pangan

0 0 -                                           1 Peta -                                           -                                         1 Peta -                                                 -                                                    

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Persentase Penanganan

Kerawanan Pangan
100% 100%                        98.703.102 100%                          99.555.396 100% 101.178.877                        100% 102.473.655                     100% 103.786.633                               100% 107.093.297                                 

-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan 

Pangan Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan SKPG 1 laporan 1 Laporan                        98.703.102 1 Laporan                          99.555.396 1 Laporan 101.178.877                        1 Laporan 102.473.655                     1 Laporan 103.786.633                               1 Laporan 107.093.297                                 

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Persentase Pengawasan dan

keamanan pangan
100% 100%                      108.573.412 100%                        109.510.936 100% 111.296.764                        100% 112.721.021                     100% 114.165.296                               100% 117.802.627                                 

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 

Daerah Kabupaten/Kota

Pesentase Pelaksanaan

Pengawasan Keamanan Pangan

segar

100% 100%                      108.573.412 100%                        109.510.936 100% 111.296.764                        100% 112.721.021                     100% 114.165.296                               100% 117.802.627                                 

-

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kecamatan yang melakukan

pengujian Mutu dan Keamanan PSAT
11 kecamatan 11 Kecamatan 108.573.412                    11 Kecamatan                        109.510.936 11 Kecamatan 111.296.764                        11 Kecamatan 112.721.021                     11 Kecamatan 114.165.296                               11 Kecamatan 117.802.627                                 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit 

kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan 

pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi 

perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing 

masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan 

meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.  

 Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang  

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan 

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja 

baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun 

tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).  Kinerja penyelenggaraan 

urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang  disajikan berupa target 

kinerja penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan selama periode 2021-2026 

sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri 

atas indikator dampak (impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan 

sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (outcome) untuk 

menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis selama periode 

rencana.   

Indikator kinerja dampak (impact) yang menggambarkan capaian tujuan dan  

sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) 

perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Ketahanan 

Pangan dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Buapti selama periode 

yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (outcome) yang menggambarkan 

capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan 

dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja 

yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Ketahanan 

Pangan untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah. 
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Indikator ini akan menggambarkan Ketahanan Pangan yang semakin 

membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa 

terjadi peningkatan kualitas kinerja yang semakin baik. Selengkapnya target-target 

capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-

2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini. 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD 

No Indikator 

Kondisi Kinerja 

pada Awal 

Priode RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada 

Akhir Periode 

RPJMD 
2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) 

1. Indeks 

Ketahanan 

Pangan  (%) 

69,5 75 85 90 92 95 95 

2. Desa Bebas dari 

Status Rawan 

Pangan (%) 

75,5 85 90 94 97 100 100 

3. Skor Pola 

Pangan Haran 

(Skor) 

87.9 89 89.5 90 90.5 91 91 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 
 

8.1. Kesimpulan 

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 

2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam 

RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi 

pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke 

depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan 

Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi 

kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis. 

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan 

perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan 

sesuai tugas, fungsi dan peran Bapenda sekaligus sebagai rambu-rambu strategis 

untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan 

dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang 

telah ditetapkan. 

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus 

mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Ketahanan Pangan tidak bersifat kaku 

dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi 

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, 

kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang 

diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat 

diharapkan. 

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh 

menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Ketahanan 

Pangan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga 

bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna 

mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama 
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mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan 

masyarakat. 

   

8.2. Kaidah Pelaksanaan  

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 

disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, 

penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan 

tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD. 

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir 

dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh 

penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra 

PD,Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di 

lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun. 

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah 

pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:  

1. Renstra Dinas Ketahanan Pangan akan diimplementasikan dengan konsisten 

dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.  

2.  Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas 

Ketahanan Pangan, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Dinas Ketahanan 

Pangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.  

3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dilakukan 

sekurangkurangnya sekali dalam lima tahun. 

4. Pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dilakukan melalui Renja Dinas 

setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Ketahanan Pangan setiap tahun.  

5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Ketahanan Pangan tiap tahun melalui 

evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari 

pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP 

sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi 

efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan 
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dalam mencapai sasaran Renstra. 

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas 

Ketahanan Pangan  diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan 

tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra 

jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh 

alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.  

7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan 

stakeholder pembangunan.  

 

 Bengkalis,     Desember  2021 
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Substansi

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100 100 100 100 100 60 70 80 90 100 RENSTRA 11

60 90 100 110 110 Substansi Substansi 22

2022 2023 2024 2025 2026

1

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwa,Maju dan Sejahtera

Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan 

(Kg/Kapita/Tahun) 

Target

Persentase  stabilitas harga %

Jumlah pasokan pangan

Pesentase Peningkatan PPH %

Kecamatan

 Jumlah Cadangan Pangan 

Daerah
Ton

Angka Kecukupan Energi 

(AKE)
Kkl/Kap/hari

Jumlah Desa yang 

dilakukan Pembinaan
Desa

Persentase Peningkatan 

Jumlah Cadangan Pangan
%

Persentase Peningkatan 

Jumlah Cadangan Pangan
%

Terlaksananya Peningkatan 

Diversifikasi dan Ketahanan 

Pangan

%

Jumlah Pengelolaan 

Cadangan Pangan

Ton
Jumlah Kelembagaan 

Kecamatan dan 

Jaringan Distribusi 

Pangan

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

INDIKATOR KINERJA SATUAN

Pengembangan Kelembangaan dan Jaringan Distribusi Pangan

Sasaran :Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Disrtribusi Pangan

TargetTarget
INDIKATOR KINERJA SATUAN

Target
INDIKATOR KINERJA SATUAN

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan

Sasaran :  Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Kabupaten Kota PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Sasaran :  Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Sasaran: Terpenuhinya pasokan pangan untuk kebutuhan seluruh penduduk yang sumber dari produksi 

dalam negeri, pemasok pangan dan pengelolaan cadangan pangan

Sasaran 1.2 : Meningkatnya jumlah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasi oleh Pemerintah Kabupaten untuk 

dikonsumsi manusia, bahan baku, industri dan untuk menghadapi keadaan darurat Sasaran.

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

Jumlah Laporan SKPG Laporan

Persentase Penanganan 

Kerawanan Pangan
%

Jumlah Laporan Neraca 

Bahan Makanan
Laporan

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

Sasaran : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan Kabupaten /Kota

Persentase desa Bebas 

Rawan Pangan
%

Jumlah Alat dan Mesin 

Pengolah Mocaf
Unit

Persentase Penanganan 

Kerawanan Pangan
%

Persentase kegiatan 

ketersediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok

%

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

 Penanganan Kerawanan Pangan

Sasaran : Tercapainya pengawasan panganan segar di Kabupaten Bengkalis

Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Sasaran : Tersedianya Informasi Neraca bahan makanan 

Indeks Ketahanan Pangan Persen
Tingkat Pemenuhan 

Infrastrutur Pangan
%

Penyediaan Infrstruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung lainnya untuk mendukung 

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Sasaran :  Meningkatnya pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di 

masyakat secara optimal

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sasaran : Tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan dalam rangka menjaga stabilitas 

pasokan dan harga pangan

Jumlah Ketersediaan Pangan 

Utama

Jumlah Ketersediaan Pangan 

Utama
(Kg/Kapita/Tahun) 

Persentase peningkatan 

kegiatan usaha masyarakat 

menjadi usaha ekonomi 

produktif

%
Jumlah Penyediaan 

Infrastruktur Pangan 

Lainnya

Unit
Jumlah Terbangunnya 

Lumbung Pangun
Unit

Indikator Kinerja  Satuan 
Target

Indikator Kinerja  Satuan 
Target

Indikator Kinerja  Satuan 
TargetTarget

Indikator Kinerja  Satuan 
Target

Indikator Kinerja  Satuan 

Sasaran :  Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Mantap

 PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrstruktur Lumbung Pangan

1.1 Memperkokoh Perekonomian daerah dan masyrakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, 

potensi pesisir dan kemaritiman
1.1.2 Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi

Indikator Kinerja Satuan
Target Indikator 

Kinerja
Satuan

Target

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan 

yang cukup, mutu yang layak, aman dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan yang berbasis pada keragaman 

sumber daya lokal, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, danproduktif secara berkelanjutan.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan

Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Infrastruktu Lumbung Pangan untuk mendukung 

kemandirian Pangan

Sasaran : Meningkatnya sumber daya khususnya infrastruktur pertanian dan meningkatnya pengelolaan 

sumber daya ekonomi untuk mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan
Sasaran : Tersedianya Infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan daerah

Pemantauan Stok, Pasokan dan harga pangan

Sasaran : Tersedianya Informasi Stok, Pasokan dan harga pangan

INDIKATOR KINERJA SATUAN

Target

Jumlah Laporan Harga 

Pangan
Laporan

INDIKATOR KINERJA

Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarajat dan Toko Tani

Sasaran : Berkembangnya kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Toko Tani Indonesia

SATUAN

TUJUAN DINAS KETAHANAN PANGAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROGRAM DINAS KETAHANAN PANGAN 

TUJUAN KABUPATEN BENGKALIS SASARAN KABUPATEN BENGKALIS 

KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN SUB KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN 



2022 2023 2024 2025 2026

1

2022 2023 2024 2025 2026

4

RENSTRA RENSTRA 

2022 2023 2024 2025 2026

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

89 89.5 90 90.5 91 89 89.5 90 90.5 91 100 100 100 100 100

Subtansi 80 85 90 95 100 2022 2023 2024 2025 2026

10

2022 2023 2024 2025 2026

2022 2023 2024 2025 2026

1

2022 2023 2024 2025 2026

2

3

2

2022 2023 2024 2025 2026

RENSTRA 3

Substansi 

Untuk 

Tambahan

11

2022 2023 2024 2025 2026

11

Sasaran : Tersedianya Pangan Berbasis Sumber daya Lokal

Jumlah Kecamatan yang 

dilakukan Pengujian 

Mutu dan Keamanan 

PSAT

Kecamatan

Demplot

Jumlah Kecamatan yang 

dilakukan Evaluasi dan 

Monitoring

Kecamatan

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

Jumlah Frekuensi 

Pelaksanaan Promosi
Kali

Jumlah Desa/ Kelompok 

Wanita Tani yang 

dilakukan Pembinaan 

P2L

Kelompok/Desa

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

Jumlah Demplot Yang 

dibina

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

Jumlah Sekolah yang 

dilakukan pengenalan 

Pangan Lokal

Sekolah

Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Jumlah Laporan Data 

PPH Masyarakat 

Kabupaten Bengkalis

Laporan

INDIKATOR KINERJA SATUAN

Sasaran : Terlasananya Penyusunan dan penetapan Target konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

INDIKATOR KINERJA SATUAN

Target

Persentase capaian 

target konsumsi pangan
%

SATUAN

Target

Persentase pangan segar 

yang memenuhi syarat 
%

Jumlah Pengadaan 

Cadangan Pangan 

Daerah

Ton

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun

Sasaran : Tercapainya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan 

komposisi yang cukup guna memenuhi gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif

Skor Pola Pangan Harapan Skor Skor Pola Pangan Harapan Skor
Persentase pengawasan dan 

keamanan pangan segar
%

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA SATUAN

Target

INDIKATOR KINERJA SATUAN

Target

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Sasaran : Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA SATUAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN

Target

 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Pesentase Pelaksanaan 

Pengawasan Keamanan 

Pangan segar

%

Jumlah Toko Tani yang 

Tersedia

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan Sasaran :  Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Sasaran : Tercapainya pengawasan panganan segar di Kabupaten Bengkalis

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 

Daerah/Kota

Sasaran: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan keamanan pangan Segar Asal 

Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target

Jumlah Rapat 

koordinasi Dewan 

Ketahanan Pangan

Kegiatan

Target

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal

Sasaran : Terlaksananya Pemeberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Unit

Koordinasi dan sikronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Sasaran : Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA SATUAN



1 -

jumlah produksi+pemasukan dari luar daerah

jumlah penduduk

2 -

jumlah pengadaan cadangan pangan 

jumlah Minimum Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

3 - Skor Pola Pangan Harapan Pengukuran untuk menilai mutu gizi dan  keberagamam 

konsumsi pangan rata-rata masyarakat dengan skor 

tertinggi 100

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN 

PANGAN PADA DINAS KETAHANAN 

PANGAN KABUPATE BENGKALIS

Hasil perhitungan survey dari total keberagaman konsumsi rata-rata 

masyarakat

x 100

Persentase Peningkatan Jumlah 

Cadangan Pangan Pemerintah

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022-2026

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN FORMULA PERHITUNGAN

Pesentase Pengadaan Beras untuk memenuhi Jumlah 

minuman Cadangan Pangan Pemenerintah Kabupaten

Jumlah ketersediaan pangan 

utama

x 100

BIDANG KETERSEDIAAN DAN 

KERAWANAN PANGAN PADA DINAS 

KETAHANAN PANGAN KAB. 

BENGKALIS

DEFINISI OPERASIONAL

Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras) untuk 

mencukupi Kebutuhan Penduduk Kabupaten Bengkalis 

(kg/kpt/thn)

PENANGGUNG JAWAB UKURAN

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN 

PANGAN PADA DINAS KETAHANAN 

PANGAN KABUPATEN BENGKALIS


	cover.pdf (p.1)
	KATA PENGANTAR DAFTAR ISI (Review).pdf (p.2-3)
	RANHIR.pdf (p.4-47)

